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[bookmark: _Hlk208034072][bookmark: _Hlk208034105]Penulisan dalam sebuah karya ilmiah tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Tinjauan literatur adalah kerangka yang digunakan penulis untuk mengklasifikasi data, informasi, dan sumber referensi guna melengkapi temuan penelitian. 
	No.
	Judul
	Penulis
	Persamaan
	Perbedaan

	1 
	Lebanon, economic and financial crises, reasons for collapse
	Guechati Ichrаq dan Chami Mustарhа
	Persamaannya terletak pada desain penelitian deskriptif untuk mengetahui krisis ekonomi di Lebanon dan tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai krisis finansial dan ekonomi di Lebanon.
	Perbedaannya terletak pada penggunaan pendekatan penelitian, di mana jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji data berbagai variabel ekonomi di Lebanon, sedangkan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lalu, fokus pada penelitian jurnal ini yaitu krisis ekonomi dan finansial Lebanon, sedangkan penulis berfokus pada keterlibatan Perancis melalui AFD dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon. dan berdasarkan analisis datanya, jurnal ini menjelaskan tentang bantuan IMF dalam rencana penyelamatan ekonomi di Lebanon, sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai keterlibatan AFD dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon.

	2
	The Economic Impact of the Syrian Refugee Crisis in Lebanon What It Means for Current Policies
	Cathrine Brun, Ali Fakih, Maha Shuayb, and  Mohammad Hammoud
	Persamaannya terletak pada dampak dari krisis ekonomi di Lebanon yang memperburuk krisis pengungsi di Lebanon dan deskripsi dari keadaan krisis ekonomi Lebanon.
	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu dampak krisis pengungsi dan kebijakan terhadap situasi ekonomi Lebanon dan mengusulkan solusi alternatif yang dapat mendukung pengungsi dan Lebanon di tengah krisis, di mana Lebanon dengan bantuan OI seperti badan – badan PBB telah mengadopsi kebijakan keamanan dalam menangani pengungsi Suriah dan bantuan kemanusiaan baik ke pengungsi Suriah serta strategi bantuan internasional yang disuntikkan ke perekonomian Lebanon. sedangkan penulis berfokus ke strategi OI yaitu AFD dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon yang langsung tertuju pada perekonomian lokal secara langsung berdasarkan konsep bilateralisme dan pembangunan.

	3
	Lebanon: How the Post War’s Political Economy Led to the Current Economic and Social Crisis
	Joseph Daher
	Persamaannya terletak pada deskripsi dari krisis ekonomi di Lebanon dan bagaimana aktor internasional seperti Perancis dalam mendukung konsolidasi perekonomian Lebanon dengan menggunakan sumber literatur yang luas.
	Perbedaannya terletak pada analisis data yang di mana penelitian ini melalui pendekatan neoliberal menunjukkan bahwa interaksi antara aktor lokal dengan internasional baik OI maupun negara seperti Perancis justru memperburuk keadaan krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon. Sedangkan penulis melalui pendekatan konsep bilateralisme dan teori pembangunan akan melihat bahwa keterlibatan dan bantuan pembangunan AFD dapat memperbaiki kondisi krisis ekonomi di Lebanon.

	4
	The Lebanon crisis from international political economy perspective
	Harun Abubakar Siddique
	Persamaannya terletak pada penjabaran latar belakang krisis ekonomi Lebanon.
	Perbedaannya terletak pada tujuan dari jurnal ini yaitu analisis melalui pendekatan ekonomi politik internasional, yang mana krisis memengaruhi keputusan para aktor baik lokal maupun internasional yang juga sangat memengaruhi krisis ekonomi Lebanon dengan hasil yang negatif bagi manfaat ekonomi Lebanon. Sedangkan penulis melalui pendekatan konsep bilateralisme dan teori pembangunan menganalisis keputusan aktor internasional seperti AFD dengan hasil positif bagi manfaat perekonomian Lebanon di tengah krisis.

	5
	Master’s Thesis of Luna Bordas France’s development policies since the early 2000s
	Luna Marie Bordas
	Persamaannya terletak pada deskripsi penjelasan dan fokus Perancis dalam membantu negara untuk memilih reformasi mana yang paling penting melalui proyek bantuan dan pembangunan AFD
	Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, di mana tesis ini menjelaskan keterlibatan Perancis melalui AFD dalam pembangunan dan bantuan untuk Senegal, sedangkan penulis studi kasusnya yaitu negara Lebanon. Lalu, dari pendekatannya, tesis ini menggunakan pendekatan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang menentukan apakah bantuan pembangunan Perancis melalui proyek AFD di Senegal itu perencana atau pencari. Sedangkan, penulis menggunakan pendekatan konsep bilateralisme dan teori pembangunan yang menganalisis bagaimana keterlibatan dan kontribusi Perancis melalui AFD dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon.

	6
	MOBILISING DOMESTIC RESOURCES TO HELP MALI’S POOREST POPULATIONS: THE ROLE OF FRENCH DEVELOPMENT AID  
	M Siegel dan OXFAM
	Persamaannya terletak pada analisis peran dan keterlibatan Perancis melalui AFD dalam penanganan suatu krisis di mana AFD dan Expertise France sama – sama berperan dalam penanganan krisis di Mali dalam kasus paper, dan Lebanon dalam kasus penulis.
	Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, yang mana paper ini menyoroti peran penting ODA Perancis dalam memperkuat kapasitas teknis otoritas pajak Mali, Sedangkan penulis menyoroti peran Perancis dalam upaya penanganan krisis ekonomi Lebanon melalui AFD.

	7
	Crisis and conflict prevention strategies An international comparison
	Sophie-Charlotte Brune, Anne Kovacs, Anaïs Reding, dan Maryse Penny
	Persamaannya terletak pada fokus kontribusi khususnya dari Perancis dalam pencegahan krisis dan konflik. Lalu, bukti yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang luas. Dan data analisisnya yang menunjukkan kontribusi Perancis khususnya melalui AFD dalam pencegahan krisis dan konflik.
	Perbedaannya terletak pada fokusnya, yang mana buku ini memiliki empat studi kasus dalam penanganan krisis dan konflik, sedangkan penulis fokusnya yaitu bagaimana Perancis melalui AFD terlibat dalam penanganan krisis ekonomi di Lebanon. dan tujuannya dari buku ini yaitu mengidentifikasi praktik terbaik dalam kebijakan pencegahan krisis dan konflik dengan menganalisis tantangan dan manfaat dari berbagai pendekatan nasional, sedangkan penulis akan mengidentifikasi kebijakan atau proyek dari AFD dalam penanganan krisis ekonomi di Lebanon serta pencegahan krisis dan konflik melalui The Minka Peace and Resilience Fund dengan menganalisis melalui pendekatan konsep bilateralisme dan teori pembangunan.

	8
	The Complexity of Bilateral Relations
	Andreas N. Ludwig
	Persamaannya terletak pada tujuan, fungsi, dan pengaplikasian dan penjelasan konsep bilateralisme dalam hubungan suatu negara. 
	Perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya, di mana artikel ini penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan pemahaman tentang kompleksitas dan peluang pembaruan konsep bilateralisme dan untuk menumbuhkan kesadaran HI akan kompleksitas inheren dan subjeknya. Sedangkan penulis, bertujuan untuk menggunakan konsep bilateralisme tersebut dalam studi kasusnya yaitu keterlibatan Perancis melalui AFD dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon.

	9
	Global Institutions and Development Framing the world?
	Morten Bøås and Desmond McNeill
	Persamaannya terletak pada kegunaan isu dan studi pembangunan terkait tata kelola dan pembangunan berkelanjutan sehingga OI dapat memfasilitasi tatanan dan kerja sama internasional.
	Perbedaannya terletak pada pengaplikasian konsep dan studi pembangunan, di mana buku ini menggunakan ideologi neoliberal dan hubungan ekonomi-teknokratis dalam studi kasusnya, sedangkan penulis langsung menggunakan pendekatan teori pembangunan ditambah dengan konsep bilateralisme dalam studi kasusnya.

	10
	International Development and Global Politics History, theory and practice
	David Williams

	Persamaannya terletak pada tujuan fungsi dan pengaplikasian teori pembangunan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran internasional yang berdampak terhadap kebijakan ekonomi, politik, serta kehidupan sosialnya.
	Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, di mana buku ini studi kasusnya Ghana dan pengaplikasian teori pembangunan di sana, sedangkan penulis studi kasusnya yaitu Lebanon dan pengaplikasian teori pembangunan dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon.
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[bookmark: _Hlk208034138]Literatur pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Guechati Ichraq dan Chami Mustapha yang berjudul “Lebanon, economic and finansial crises, reasons for collapse” diterbitkan oleh Revue Française d’Economie et de Gestion pada Juni 2022(Ichrаq student & CHАMI Mustарhа, 2022). Jurnal ini mendeskripsikan krisis ekonomi Lebanon dengan desain penelitian deskriptif untuk mengetahui keterkaitan antara krisis finansial, penurunan daya beli, nilai tukar, dan krisis hutang. Yang bertujuan untuk menguji dampak krisis keuangan dan ekonomi terhadap daya beli individu di Lebanon dan untuk mengeksplorasi dampak krisis finansial dan ekonomi di Lebanon terhadap nilai tukar. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai krisis finansial dan ekonomi di Lebanon. Analisis dalam penelitian jurnal ini untuk mengkaji data kuantitatif dan kualitatif karena dapat memberikan tren dalam berbagai variabel ekonomi di Lebanon, di mana krisis finansial dan ekonomi di Lebanon diperburuk juga oleh gejolak politik. Dan studi penelitiannya berfokus pada krisis ekonomi dan finansial di Lebanon. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, Lebanon sedang menghadapi krisis ekonomi dan finansial yang parah. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Lebanon yang sulit dan terjadinya krisis mata uang karena gejolak keuangan dan moneter yang memengaruhi nilai tukar. Lalu, tingginya hutang publik yang disebabkan oleh korupsi yang merajalela. Ditambah ledakan Pelabuhan Beirut dan Covid 19 yang mempercepat krisis ekonomi di Lebanon. sehingga Lebanon sangat membutuhkan reformasi yang mendesak untuk membantu mengatasi masalah ekonomi dan finansial di sana. Rencana penyelamatan ekonomi Lebanon telah direncanakan dengan bantuan IMF yang syarat utamanya mengharuskan pemerintah Lebanon menerapkan nilai tukar mengambang untuk mendapatkan suntikan dana sebesar $9 miliar.
Literatur kedua yakni laporan penelitian yang ditulis oleh Cathrine Brun, Ali Fakih, Maha Shuayb, and  Mohammad Hammoud yang berjudul “The Economic Impact of the Syrian Refugee Crisis in Lebanon What It Means for Current Policies” diterbitkan oleh WORLD REFUGEE & MIGRATION COUNCIL RESEARCH REPORT  pada September 2021(Brun et al., 2021). Dalam penelitian ini, berfokus pada dampak krisis pengungsi dan kebijakan terhadap situasi ekonomi Lebanon dan mengusulkan solusi alternatif yang dapat mendukung pengungsi dan tuan rumah di tengah keruntuhan ekonomi, salah urus dan korupsi dalam sistem politik di Lebanon dalam konteks krisis tata kelola pemerintahan yang mendalam dan berkelanjutan. Menurut laporannya, Pengungsi Suriah tersebut dijadikan kambing hitam, oleh beberapa faksi politik Lebanon yang disalahkan atas krisis ekonomi yang dialami masyarakat dan memberikan tekanan pada infrastruktur, harga rumah dan mata pencaharian. Namun, dari data yang ditemukan, pada tingkat makro, kemerosotan ekonomi tidak disebabkan oleh kedatangan para pengungsi, melainkan oleh krisis kemanusiaan di dalam krisis ekonomi. Sama seperti yang telah disimpulkan oleh laporan ini, krisis finansial mendahului kedatangan pengungsi Suriah, yang dimulai pada tahun 2011. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, laporan penelitian ini tidak mendukung klaim bahwa pengungsi Suriah memberikan tekanan pada ekonomi Lebanon dan mengurangi pasar tenaga kerja, bahkan sebaliknya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungsi justru mendorong pertumbuhan ekonomi Lebanon dan tidak memengaruhi partisipasi angkatan kerja. Lebanon telah mengadopsi kebijakan keamanan yang eksklusif dalam menangani pengungsi Suriah sambil memberikan bantuan kemanusiaan melalui badan – badan PBB. Meskipun respons kemanusiaan memberikan bantuan dasar, namun tidak cukup untuk menciptakan pembangunan dan kemakmuran bagi rakyat Lebanon maupun pengungsi Suriah. Dan dengan pengucilan mereka dari masyarakat Lebanon mendukung temuan penelitian ini bahwa pengungsi Suriah tidak berdampak pada tingkat pengangguran dan pasar tenaga kerja Lebanon. Meskipun begitu, Lebanon sebenarnya diuntungkan oleh kehadiran pengungsi Suriah dan menerima sejumlah besar bantuan internasional yang disuntikkan ke dalam perekonomian untuk mengatasi krisis ekonominya. Namun, krisis ekonomi telah menyebabkan kemiskinan bersama baik bagi warga Lebanon maupun pengungsi karena runtuhnya perekonomian, korupsi, dan salah urus sumber daya publik adalah alasan utama kegagalan sistem ekonomi, bukan karena kedatangan pengungsi Suriah.
Literatur ketiga yakni laporan penelitian yang ditulis oleh Joseph Daher yang berjudul “Lebanon: How the Post War’s Political Economy Led to the Current Economic and Social Crisis” diterbitkan oleh MIDDLE EAST DIRECTIONS ROBERT SCHUMAN CENTRE pada Januari 2022(Daher, 2022). Penelitian ini mendeskripsikan tentang krisis ekonomi Lebanon yang terjadi sejak Oktober 2019 ditambah meledaknya Pelabuhan Beirut yang memperburuk kondisi krisis yang sedang terjadi di mana pekerja asing harus tunduk pada sistem Kafala, dan para pengungsi Suriah juga mengalami kondisi yang memburuk. Akar dari krisis yang terjadi di Lebanon dapat ditemukan dalam ekonomi politik negara tersebut dan bagaimana negara tersebut berkembang sejak berakhirnya Perang Saudara Lebanon. Kebijakan – kebijakan neoliberal yang mendukung ciri – ciri historis tertentu dari ekonomi Lebanon yaitu model pembangunan yang fokus pada keuangan, real astate, dan jasa, di mana kesenjangan sosial dan regional menjadi sangat menonjol. 
Dalam penelitian ini, Lebanon bukan satu – satunya negara yang baru saja keluar dari perang atau krisis yang parah lalu mengambil kesempatan untuk mengejar dan memperdalam liberalisasi ekonomi, ditambah dengan bantuan lembaga keuangan internasional. kebijakan – kebijakan ini telah mempertegas ketidaksetaraan spasial dan sosial khususnya di Lebanon yang ditambah dengan ekonomi politik negara yang sangat dibiayai dan marginalisasi sektor – sektor penting seperti pertanian dan industri, di mana para elit ekonomi dan politik dari pihak sektarian mendapat keuntungan paling besar dari kebijakan ini melalui skema privatisasi dan alokasi klientelist dari kontrak negara, lalu atus modal asing regional juga telah membantu memperkuat posisi berbagai faksi borjuis di Lebanon. penelitian ini menggunakan literatur yang luas, yang menyajikan sejarah singkat mengenai akar dari sistem politik Lebanon, dengan kekuasaan sektariannya, dan model pembangunan ekonomi negara tersebut. Lalu penelitian ini juga mengkaji evolusi ekonomi politik Lebanon dan kebijakan neoliberalnya yang mendalam, serta peran para elit Lebanon dan aktor internasional dalam mendukung dan mengkonsolidasikan ekonomi politik Lebanon. Dan penelitian ini juga membahas pelajaran yang dapat diambil oleh negara yang baru saja keluar dari parang dari pengalaman Lebanon. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yaitu hasil dari Perang Saudara Lebanon telah digunakan untuk memperdalam reformasi neoliberal Lebanon yang didukung oleh semua aktor politik di Lebanon, lembaga internasional, investor regional, dan aktor internasional seperti Perancis. Yang mencapai konsensus untuk melindungi dan memajukan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kebutuhan akan stabilitas politik dan transisi menuju kerangka kerja demokratis harus disertai dengan pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan negara yang mendiversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur dan pertanian untuk stabilitas ekonomi, yang di mana dalam penelitian ini negara lain yang memiliki masalah serupa yaitu Libya diharuskan untuk melakukan itu semua agar tidak mengikuti langkah Lebanon.
Literatur keempat yakni jurnal ditulis oleh Harun Abubakar Siddique yang berjudul “The Lebanon crisis from international political economy perspective” diterbitkan oleh Review of Sosio – Economic Perspectives pada Maret 2022 (Siddique, 2022). Jurnal ini menjabarkan tentang krisis Lebanon karena pergolakan bidang politik dan ekonomi yang memperburuk kehidupan masyarakat dan telah menarik perhatian para aktor politik internasional karena konsekuensi dan momentumnya yang mengerikan, yang merupakan konsekuensi dari salah urus ekonomi negara, perbedaan politik, tantangan sektarian, dan lain – lain, yang berdampak ke rakyatnya. Jurnal ini, melalui pendekatan ekonomi politik internasional yang merupakan interaksi antara politik dan ekonomi di ruang internasional dan melihat bagaimana krisis ini memengaruhi dan dipengaruhi. Penelitian semacam ini penting karena krisis ini sebagian besar dilihat dari penyebab domestik dan internal. Dan jurnal ini juga menjelaskan hubungan dua arah antara ekonomi politik internasional dan krisis, yaitu pengaruh krisis terhadap ekonomi politik internasional dan pengaruh ekonomi politik internasional terhadap krisis. Di mana dari perspektif ekonomi politik internasional (IPE), yang merupakan tujuan jurnal ini, krisis dapat dikaji secara luas. Dan jurnal ini juga dibagi menjadi penelusuran latar belakang analisis sebab-akibat dari peristiwa yang menyebabkan runtuhnya negara hingga krisis, lalu berfokus pada pemahaman krisis dari perspektif IPE. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, dari perspektif IPE yaitu interaksi antara politik dan ekonomi antara dua negara atau lebih, krisis Lebanon cukup menarik karena melibatkan banyak aktor, dan merupakan campuran dari tantangan sosial, perbedaan politik, fanatisme agama, salah urus ekonomi, dan tingkat korupsi yang tinggi. Aktor negara seperti Perancis, Iran, Israel, dan Arab Saudi, serta aktor non negara seperti Hizbullah dan Amal yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam struktur negara Lebanon yang memengaruhi keputusan aktor negara lain. Sehingga dalam hal manfaat ekonomi, Lebanon terdampak secara negatif. Dengan demikian, krisis memengaruhi keputusan para aktor yang juga sangat memengaruhi krisis ekonomi Lebanon.
Literatur kelima yakni tesis yang ditulis oleh Luna Marie Bordas yang berjudul “France’s development policies since the early 2000s The French Development Agency’s projects in Senegal case Study” diterbitkan oleh Creative commons pada Agustus 2021 (Bordas, 2021). Dalam tesis ini pertentangan antara logika perencana dan pencari dari pendekatan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang diterapkan pada kasus Perancis untuk menentukan di pihak mana kebijakan pembangunan Badan Pembangunan Perancis berada. 
Tesis ini mendefinisikan bantuan pembangunan resmi berdasarkan definisi OECD dan menunjukkan perkembangannya, lalu fokusnya pada bantuan pembangunan resmi Perancis, berbagai lembaga, jumlah dan penerima manfaatnya, reformasi dan metode evaluasinya pada Senegal di mana Perancis saat ini membantu negara – negara untuk memilih reformasi mana yang paling penting. Karena, pada tingkat pembangunan yang setara, Senegal adalah negara yang menerima jumlah bantuan Perancis terbesar. Lalu tesis ini juga menganalisis semua proyek yang berjumlah 11 yang diluncurkan oleh AFD di Senegal tahun 2000-2018 menggunakan kisi analisis dengan kriteria yang diberikan oleh Easterly untuk mendefinisikan perencana atau pencari. Dan disimpulkan bahwa Perancis cenderung memiliki pendekatan pencari, tetapi pertentangan ini tidak serelevan kelihatannya, karena masih memiliki kekurangan, namun tetap memberikan beberapa panduan untuk meningkatkan ODA. Hasil dari pembahasan dan analisis data tesis ini menemukan bahwa AFD memiliki pendekatan perencana dalam proyeknya di Senegal, namun dengan kritik yang masih terbuka karena kekurangan yang masih terlihat sehingga dapat memberikan beberapa panduan untuk meningkatkan ODA.
Literatur keenam yakni paper yang ditulis oleh M Siegel yang berjudul “MOBILISING DOMESTIC RESOURCES TO HELP MALI’S POOREST POPULATIONS: THE ROLE OF FRENCH DEVELOPMENT AID” diterbitkan oleh OXFAM FRANCE/OXFAM IN MALI pada Desember 2017(Siegel, 2017). Paper ini menerangkan tentang kerja sama pembangunan berperan penting dalam mendukung negara – negara rapuh untuk memobilisasi sumber daya mereka sendiri guna mendanai layanan sosial dasar, yang mana di Mali, bantuan Perancis bertujuan untuk membangun kapasitas teknis pemerintahan Mali dalam memungut pajak dengan memerangi penipuan dan penggelapan pajak. Perancis juga harus mendukung organisasi pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya demi kepentingan masyarakat termiskin. 
Dalam catatan ini, Perancis merupakan anggota penting dari berbagai pemangku kepentingan internasional yang bekerja sama di Mali. ODA Perancis ke Mali meningkat dan berkomitmen teguh untuk membantu negara – negara berkembang memobilisasi sumber daya domestik mereka. Paper ini menganalisis peran ODA Perancis dalam memobilisasi sumber daya domestik untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan, dengan didasarkan informasi yang dikumpulkan di Mali dan Perancis. Studi kasusnya menyoroti peran penting ODA dalam memperkuat kapasitas teknis otoritas pajak Mali dan DRM kuantitatif dimungkinkan dengan mendorong kebijakan untuk memperluas basis pajak dan mengurangi pengecualian pajak. Namun, kebijakan berbagai donor yang kurang koheren dan upaya Perancis untuk mendorong kebijakan pajak yang adil dan setara masih belum memadai. AFD yang telah memimpin portofolio tata kelola untuk bantuan bilateral Perancis sejak Januari 2016 yang mencakup tata kelola ekonomi dan keuangan, tata kelola regional, serta tata kelola kelembagaan dan sipil yang bertujuan untuk memastikan korelasi yang lebih baik antara mobilisasi pendapatan pajak dan peningkatan belanja sosial. Lalu, Expertise France, kontak utama untuk dukungan teknis Perancis sejak 205, bertujuan untuk menjadi operator acuan di Afrika Barat. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, paper ini mengemukakan bahwa ODA Perancis harus bertindak secara simultan. Yang mana Perancis ahli dalam teknis membangun kapasitas otoritas pajak untuk mengumpulkan pendapatan tambahan, Perancis harus terus memberikan dukungan teknisnya, sambil mempromosikan kebijakan pajak yang adil. Perancis juga harus menggandakan upayanya untuk mengurangi pengecualian pajak. Lalu, meningkatkan sumber daya bagi pemerintah Mali tidak cukup untuk memastikan bahwa pendapatan pajak tambahan dapat didistribusikan kembali ke kelompok rentan. Maka, ODA harus berkontribusi pada pengembangan keterampilan di dalam instansi pemerintah dan ODA Perancis harus bisa memperkuat kapasitas badan audit internal dan kelompok pengawas eksternal yang sebagian besar diabaikan oleh Perancis di Mali padahal sangat penting. Dan dukungan untuk OMS harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam bantuan untuk proyek DRM agar memungkinkan kepemilikan pembangunan yang nyata dan demokratis.
Literatur ketujuh yakni buku yang ditulis oleh Sophie-Charlotte Brune, Anne Kovacs, Anaïs Reding, dan Maryse Penny yang berjudul “Crisis and conflict prevention strategies An international comparison” diterbitkan oleh RAND Corporation pada November 2012 (Brune et al., 2012) Buku ini menjabarkan tentang meningkatnya kesadaran akan konsekuensi multidimensi yang menghancurkan dari konflik telah menempatkan isu krisis dan pencegahan konflik pada posisi puncak agenda komunitas internasional, sehingga pemahaman tentang hubungan keamanan-pembangunan dan kontinum antara pencegahan, pengelolaan, dan resolusi konflik pun meningkat. 
Perancis, bersama dengan aktor lainnya, berupaya untuk mengatasi isu – isu ini dengan lebih baik dan menyesuaikan respons pencegahan konfliknya. Khususnya Perancis, kebijakan pencegahan krisis dan konflik itu penting bagi keamanan nasional Perancis yang berfokus pada 3 bidang utama, yang pertama mengadopsi pendekatan preventif untuk meningkatkan keamanan internasional melalui diplomatik dan bantuan pembangunan. Kedua menahan krisis melalaui jalur militer jika diperlukan. Ketiga mendukung stabilisasi pasca konflik melalui kerja sama ekonomi, diplomatik, dan lainnya. Buku ini berfokus pada empat kasus negara Perancis, Jerman, Inggris, dan AS, studinya menawarkan tinjauan umum tentang berbagai pendekatan terhadap pencegahan krisis dan konflik di tingkat politik-strategis, kelembagaan, dan praktis-operasional. Analisisnya mencakup pertimbangan berbagai instrumen yang digunakan untuk pencegahan, mulai dari mekanisme peringatan dini hingga reaksi cepat sipil dan militer. Temuannya didasarkan pada bukti yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang luas dan wawancara tingkat tinggi dengan bidang kebijakan terkait. Dan karya empirisnya memungkinkan buku ini untuk membandingkan, berbagai cara merancang dan menerapkan kebijakan pencegahan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam kebijakan pencegahan konflik dengan menganalisis tantangan dan manfaat dari berbagai pendekatan nasional. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan data analisis, khususnya dalam kasus Perancis, pencegahan konflik di Perancis masih terbatas oleh pendekatan ad hoc dalam manajemen krisis, koordinasi yang lemah, kurangnya personel yang tersedia, dan pendanaan yang tidak memadai, karena belum adanya strategi pencegahan nasional yang terpusat di Perancis. Perancis lebih suka bekerja secara informal, mengandalkan manajemen ad hoc terhadap krisis yang muncul daripada menggunakan perangkat sistematis seperti daftar periksa, indikator peringatan dini, strategi, reksa dana, dan struktur koordinasi, sehingga upaya pencegahan konflik di Perancis relatif terfragmentasi. Dan salah satu aktornya yaitu AFD, Agence française de développement. AFD adalah lembaga keuangan publik yang misinya adalah memerangi kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada promosi barang publik global di negara berkembang, dsb, yang dikendalikan dan bekerja sama dengan berbgai kementerian Perancis dan bertanggungjawab atas pembangunan ekonomi dan sosial yang tercantum dalam kerangka Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). AFD beroperasi dalam konteks proyek pembangunan ekonomi yang juga membantu upaya pencegahan secara tidak langsung dengan mempertimbangkan dimensi sosial-politik negara tempat AFD beroperasi. 
Literatur kedelapan yakni artikel yang ditulis oleh Andreas N. Ludwig yang berjudul “The Complexity of Bilateral Relations” diterbitkan oleh E-International Relations pada tahun 2021 (N. Ludwig, 2021). Artikel ini menjelaskan tentang pemahaman dalam memahami proses dan dampak dari dinamika bilateralisme yang masih sedikit dalam Hubungan Internasional, di mana artikel ini mengklaim bahwa hal ini terjadi karena sebagian besar akademisi HI belum merangkul kompleksitas bilateralisme atau menganggap tantangan konsekuensinya dalam hubungan global dengan cukup serius. Sehingga artikel ini mengajak pembaca untuk memahami dan memikirkan kembali pendekatan bilateralisme dalam HI, mengenai kondisinya terkini terutama mengenai pengaruh pergeseran relasional dalam teori HI. Dan penjelasan singkat tentang kompleksitas dan peluang memperbarui penelitian hubungan bilateralisme yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran HI akan kompleksitas inheren yang berkaitan dengan hubungan global manusia dalam kehidupan global secara keseluruhan.
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, artikel ini menemukan bahwa bilateralisme itu mengarah ke bidang sebagai proses sosial yang dinamis, rasional, dan kompleks. Dan mengenalkannya secara lebih komprehensif merupakan langkah selanjutnya untuk menuju pembaruan penelitian bilateralisme dalam HI. Lalu dengan menggunakan metode narasi dalam penelitian kompleksitas bilateralisme ini, dan dengan mengikuti alur naratif Geoffrey Robert (2006), artikel ini mengusulkan metode narasi historis kompleks sebagai alat untuk analisis kompleks bilateralisme, yang bermakna tentang bagaimana suatu sistem kompleks berevolusi selama periode waktu tertentu, dinamika perubahan apa yang membawanya ke sana, dan peristiwa, individu, serta pengaruh konkret apa yang berkontribusi dalma hal ini, dan dalam bentuk apa. Dan dorongan lebih lanjut sangat dibutuhkan agar HI dapat merangkul kompleksitas ini sepenuhnya agar mampu untuk memberikan sumbangan bagi upaya transdisipliner dalam memberikan dukungan ilmiah kepada masyarakat global dalam menghadapi dinamika dan tantangan kehidupan global.
Artikel ini berpendapat bahwa pembaruan penelitian bilateralisme yang terus berubah dan permanen, baik secara teoritis maupun metodologis sangat mungkin dan berlandaskan kuat dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas mengikuti Edgar Morin dan lainnya, walaupun masih sangat lambat dan tertutup dibandingkan dengan disiplin yang lain. 
Literatur kesembilan yakni buku yang ditulis oleh Morten Bøås and Desmond McNeill yang berjudul “Global Institutions and Development Framing the world?” diterbitkan oleh Routledge Taylor and Francis Group pada tahun 2004 (Boas & Mcneill, 2004). Buku ini menjabarkan tentang keunikan kontribusi konseptual terhadap studi gagasan dengan menyarankan pendekatan eklektik yang diinformasikan oleh beragam perspektif seperti realisme, konstruktivisme, dan neogramscianisme. Buku ini menemukan bahwa pendekatan konstruktivisme terlalu sedikit perhatian yang diberikan pada pertanyaan bagaimana distribusi kekuasaan memengaruhi formulasi dan keutamaan gagasan. Namun, landasan konsensual hegemoni yang dikombinasikan dengan gagasan konstruksi sosial politik dan sekaligus memperhatikan pentingnya kekuasaan menyediakan kerangka kerja untuk mempelajari peran gagasan, kepentingan, dan bagaimana gagasan berjalan dalam lembaga multilateral. Buku ini juga memaksa akademisi IPE secara serius mempertimbangkan isu pembangunan dan bidang studi pembangunan. 
PBB baru memulai sebuah proyek tentang sejarah intelektualnya yang merupakan indikasi bahwa lembaga multilateral terdapat kebutuhan peran gagasan. Dan konsep yang menjadi wacana lembaga multilateral meliputi modal sosial, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemiskinan, yang didasari oleh ideologi neoliberal dan hubungan ekonomi-teknokratik yang dapat membentuk kebijakan dari lembaga multilateral. Dalam studinya, fokus lembaga multilateral dan pelaksanaan yang disebut Gramsci sebagai kekuatan hegemonik, di mana negara kuat, OI kuat, dan disiplin imu yang kuat menjalankan kekuasaan mereka sebagian besar dengan membingkai yang berfungsi untuk membatasi kekuatan gagasan yang berpotensi radikal untuk mencapai perubahan. Yang pertama menarik perhatian ke isu tertentu, yang kedua menentukan bagaimana isu tersebut dipandang. Pembingkaian yang efektif adalah yang membuat gagasan tampak seperti akal sehat, dan yang tidak disukai tampak tak terpikirkan, pendapat lain menyebutkan hegemoni membingkai pemikiran dan membatasi tindakan. Cara kerjanya, lembaga multilateral yang kuat dari sumber dayanya dikendalikan oleh negara donor, mempromosikan gagasan neoliberal, dan dominasi perspektif ekonomi. 
Buku ini menemukan juga bahwa adanya ideologi neoliberal dan hubungan ekonomi-teknokratis yang bekerja, karena semua lembaga multilateral hakikatnya bersifat teknokratis, dan agar gagasan dapat digunakan, gagasan harus diterjemahkan dalam istilah yang dapat dioperasionalkan dan melibatkan proses depolitisasi. Buku ini juga merujuk pada semua lembaga pembangunan multilateral utama seperti Bank Dunia, UNDP, dan OECD karena telah berpartisipasi aktif dalam gagasan terkait tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga multilateral dapat dipahami juga untuk memfasilitasi tatanan dan kerja sama internasional dan sebagian besar kebijakan didasarkan pada logika fungsionalis di mana ekonomi teknis dapat dipisahkan dari politik. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, buku ini menemukan bahwa semua lembaga multilateral didirikan untuk memecahkan masalah seperti IMF dan WTO yang didirikan untuk mendorong pembangunan dan rekonstruksi. Dan jelas bahwa definisi permasalahn pembangunan dalam lembaga multilateral telah berubah secara signifikan seperti pengangguran, aktivitas ekonomi yang tidak diatur, lingkungan, tata kelola, dan tatanan sosial masyarakat, dsb.
Literatur kesepuluh yakni buku yang ditulis oleh David Williams yang berjudul “International Development and Global Politics History, theory and practice” diterbitkan oleh Routledge Taylor dan francis group pada tahun 2012 (Williams, 2012). Buku ini menjabarkan bahwa negara barat dan lembaga pembangunan menekankan isu baru seperti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sipil, konsolidasi demokrasi, dan langkah penanggulangan kemiskinan yang eksplisit dalam studi kasus pembangunan di Ghana. Buku ini juga menemukan adanya pergeseran dari teori pembangunan yang memandang infrastruktur sebagai yang krusial, juga melihat reformasi kebijakan sebagai sesuatu yang krusial juga, serta isu politik seperti tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi juga krusial. Lalu, pergeseran dari infrastruktur ke penyesuaian struktural dan tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan peningkatan karena telah memerhatikan aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial yang luas terhadap kedaulatan negara berkembang. 
Buku ini memiliki tiga tujuan utama, yang pertama menjelaskan perubahan proyek pembangunan internasional di mana aktor internasional membantu, mengarahkan, dalam proses pembangunan di negara kurang berkembang dan lembaga pembangunan ini mengetahui bahwa proyek tertentu tidak benar – benar berjalan sebaik yang diperkirakan. Perubahan dalam kebijakan dan praktik pembangunan tidak dapat dipahami tanpa konteks global di mana perubahan tersebut terjadi. Tujuan kedua yaitu menggunakan perubahan dalam proyek pembangunan internasional untuk menggambarkan perubahan dalam tatanan internasional, di mana proyek pembangunan internasional dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan – tujuan kebijakan luar negeri dan politik internasional bagi negara barat, yang berkisar dari sekutu politik hingga keamanan dan kemakmuran internasional. Tujuan ketiga buku ini adalah untuk melihat bagaimana negara berkembang telah terpengaruh oleh perubahan tatanan internasional, di mana beberapa negara masih sangat bergantung pada sumber daya bantuan untuk keberlangsungan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan kepada penduduknya. Lembaga pembangunan juga memiliki dampak uang signifikan terhadap kebijakan ekonomi dan politik negara penerima serta memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosialnya juga. Proyek pembangunan internasional merupakan bagian yang sangat penting dari HI dan bagaimana proyek tersebut telah berubah dalam tatanan global.

[bookmark: _Toc219979153]2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual
[bookmark: _Hlk208034203]Kerangka teoritis/konseptual merupakan landasan yang digunakan penulis dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang memiliki tujuan agar dapat membantu menganalisa permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian dengan dukungan dari para ahli dan pakar Hubungan Internasional. Dan diharapkan mampu untuk memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
[bookmark: _Toc219979154]2.2.1. Konsep Bilateralisme
[bookmark: _Hlk208034221]Bilateralisme mengacu pada hubungan kebijakan luar negeri yang dibangun melalui perjanjian timbal balik, negosiasi, atau kerja sama antara dua negara. Dari perspektif teori hubungan internasional, bilateralisme dapat dianalisis melalui kacamata paradigma realis dan liberal. Dari sudut pandang realis, hubungan semacam itu dipandang sebagai refleksi kalkulasi strategis yang didasarkan pada keseimbangan kekuatan. Sebaliknya, teori liberal memandang bilateralisme sebagai mekanisme konstruktif yang meningkatkan peluang saling ketergantungan dan kerja sama. Pada akhirnya, bilateralisme berfungsi sebagai alat diplomatik penting yang memungkinkan negara-negara untuk mengejar pilihan pragmatis dan strategis dalam kebijakan luar negeri, sehingga memperkuat posisi mereka dalam sistem global (reymonta, 2025). Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Indonesia, bilateralisme adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak (Kerjasama Luar Negeri, n.d.).
Proses kerja sama bilateral mulai muncul dari beragam isu, termasuk isu regional, nasional, dan internasional. Setiap negara berinteraksi dengan aktor lain untuk menemukan solusi atas tantangan mereka. Menurut K.J. Holsti, kerja sama dapat didefinisikan sebagai berikut:
2.2.1.1. [bookmark: _Hlk208034309] Kerja sama terjadi karena ada dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak yang terkait.
2.2.1.2.  Adanya harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negara tersebut mencapai kepentingan dan nilai-nilai nasionalnya.
2.2.1.3.  Suatu perjanjian atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk mengeksploitasi adanya kepentingan bersama atau konflik kepentingan.
2.2.1.4.  dalam aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan perjanjian yang disepakati.
2.2.1.5.  Transaksi antar negara bertujuan untuk memahami perjanjian mereka (Holsti, 1993).
[bookmark: _Hlk208034332]Menurut Didi Krisna, definisi hubungan bilateral yang menyatakan bahwa, hubungan bilateral merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau dikatakan hubungan timbal balik antara dua negara yang sedang bekerja sama (Krisna, 1993). Bilateralisme didasarkan pada preferensialisme dan mengubah tujuan serta prioritasnya berdasarkan kasus per kasus. Perjanjian bilateral, juga disebut kliring perdagangan atau kesepakatan sampingan, mengacu pada perjanjian antar pihak atau negara yang bertujuan untuk meminimalkan defisit perdagangan. Hal ini bervariasi tergantung pada jenis perjanjian, cakupan, dan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Bilateralisme merupakan pelaksanaan hubungan politik, ekonomi, atau budaya antara dua negara berdaulat. Hal ini berbeda dengan unilateralisme atau multilateralisme, yang merupakan aktivitas oleh satu negara atau bersama-sama oleh beberapa negara. Perjanjian ekonomi, seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau penanaman modal asing langsung (FDI), yang ditandatangani oleh dua negara, merupakan contoh umum bilateralisme (Aro et al., 2024).
Ketika membahas hubungan atau kerja sama bilateral, hal tersebut tak terpisahkan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kerja sama bilateral dapat dikatakan muncul dari kepentingan-kepentingan yang mendasari suatu perjanjian antara dua negara yang saling bergantung. Oleh karena itu, semua negara harus mendasarkan kebijakannya pada kepentingan nasional masing-masing. Kebijakan luar negeri adalah strategi atau upaya yang terdiri dari tindakan-tindakan yang diambil oleh para pembuat keputusan untuk berinteraksi dengan negara atau entitas politik lain guna mencapai kepentingan nasional mereka (Rudy, 2002).
Berdasarkan penuturan di atas, tujuan penulis menggunakan konsep bilateralisme karena hubungan kerja sama antara Lebanon dengan Perancis yang sangat kuat berdasarkan ikatan historis dan budaya yang erat dan telah terjalin dalam waktu yang panjang. Perancis dan Lebanon memiliki hubungan sejarah yang panjang antar keduanya karena Lebanon pernah menjadi wilayah protektorat Perancis dalam Mandat Perancis tahun 1926, sehingga memiliki ikatan kedekatan antara sejarah dan budaya yang cukup erat salah satunya karena bahasa Perancis yang masih secara luas digunakan di Lebanon, baik di bidang bisnis, media, dan pendidikan. Selain itu, jumlah yang besar diaspora Lebanon yang berada di Perancis. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu dari target strategis imperatif Perancis. 
Dalam hubungan ekonomi, Perancis merupakan pemasok terbesar ketujuh ke Lebanon dengan 3,38% pangsa pasar pada tahun 2018 (France and Lebanon - Ministry for Europe and Foreign Affairs, n.d.). Hubungan kerjasama dan pengembangan antara Perancis dan Lebanon meliputi lima sasaran utama, seperti mengkonsolidasikan supremasi hukum, pembangunan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan dan warisan budaya, kerja sama universitas dan penelitian, pertukaran budaya dan debat ((France and Lebanon - Ministry for Europe and Foreign Affairs, n.d.)). Lalu, The Agence Française de Développement (French Development Agency – AFD) yang telah berada di Lebanon sejak tahun 1999 telah menandatangani sekitar tiga puluh perjanjian keuangan yang bernilai sekitar €1.195 juta, terdiri dari €875 juta dalam bentuk bantuan anggaran dan €320 juta dalam bentuk bantuan proyek. Karena pada tahun 1997, saat Lebanon berada dalam periode perang dan perpecaan politik yang mengaburkan perkembangan republik, mata uang Lebanon yaitu Lebanese Pound (LBP) dipatok dengan dolar pada 1507,5 per dolar atau 0,0066USD per LBP (Investopedia, 2021).
[bookmark: _Toc219979155]2.2.2. Teori Pembangunan 
[bookmark: _Hlk208034398]Menurut David Easton, teori pembangunan adalah suatu proses yang berkaitan dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Proses sistematis terdiri dari tiga elemen: pertama, masukan, yang merupakan materi masukan untuk konversi. Kedua, proses konversi, yang merupakan sarana untuk "memproses" materi masukan. Ketiga, keluaran, yang merupakan hasil dari proses konversi. Proses sistematis suatu sistem saling terhubung dengan subsistem dan sistem lainnya, termasuk lingkungan internasional (Tri Kartono & Hanif Nurcholis, n.d.). Pembangunan merupakan Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan (Tri Kartono & Hanif Nurcholis, n.d.). 
Proses pembangunan, sebagai suatu proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan luaran pembangunan. Kualitas luaran ini bergantung pada masukan, kualitas proses pembangunan, dan sejauh mana pengaruh lingkungan serta faktor-faktor lainnya. Salah satu masukan tersebut adalah sumber daya manusia, yang secara konkret adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mencakup beberapa konsep, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran proses pembangunan (sebagai objek) (Tri Kartono & Hanif Nurcholis, n.d.).
Teori pembangunan selalu sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi, sebagaimana dicontohkan oleh fakta bahwa pembangunan terutama diukur melalui peningkatan produk nasional bruto (PNB). Menurut Dennis Rondinelli, selama tahun 1950-an dan 1960-an, intervensi pembangunan berasumsi bahwa "metode, teknik, dan cara yang berhasil untuk memecahkan masalah dan memberikan layanan di AS atau negara-negara maju lainnya akan terbukti sama berhasilnya di negara-negara berkembang." (Barbanti jr, 2004). Tahun 1970-an ditandai dengan pertumbuhan pesat perusahaan multinasional Amerika dan Eropa di negara-negara berkembang. Meskipun perusahaan-perusahaan ini memperluas pasar dan menyediakan barang-barang baru, mereka juga melakukan persaingan yang agresif terhadap industri-industri dalam negeri. Dua perdebatan teoretis muncul di negara-negara berkembang, terutama di Amerika Latin: teori ketergantungan dan teori pusat-pinggiran. Bagi para ahli teori ketergantungan seperti Paul Baran, Andre Gunther Frank, dan Fernando Henrique Cardoso, negara-negara berkembang terjebak dalam siklus ketergantungan pada modal internasional yang ruang geraknya terbatas. Teori pusat-pinggiran (atau metropolis-satelit) yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, berpendapat bahwa pergerakan di dalam dan antara pusat dan pinggiran adalah mungkin (Barbanti jr, 2004).
Berdasarkan sejarahnya, beberapa teori pembangunan di dalamnya termasuk:
[bookmark: _Toc219979156] 2.2.2.1. Teori Modernisasi
[bookmark: _Hlk208034456]Rostow dalam bukunya menyusun blue print untuk "Modernisasi" suatu negara. Negara-negara tersebut perlu melewati lima tahap untuk mencapai kemajuan. Peran Pembangunan adalah untuk membantu mewujudkannya. Tahap pertama adalah Masyarakat Tradisional, yang memiliki tiga karakteristik, yaitu pertanian subsisten atau berburu & meramu (ini hampir seluruhnya dipandang sebagai ekonomi sektor "primer"). Yang kedua yaitu teknologi terbatas. Dan yang ketiga masyarakat statis atau 'kaku' dengan kurangnya mobilitas ekonomi kelas atau individu, di mana stabilitas diprioritaskan dan perubahan dipandang negatif (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Tahap kedua adalah Pra-kondisi untuk "Lepas Landas". Hal ini ditandai dengan pertama permintaan eksternal untuk bahan baku memicu perubahan ekonomi; kedua pengembangan pertanian dan tanaman komersial yang lebih produktif yang tidak dikonsumsi oleh produsen dan/atau sebagian besar diekspor; ketiga investasi yang meluas dan ditingkatkan dalam perubahan lingkungan fisik untuk memperluas produksi (misalnya irigasi, kanal, pelabuhan); keempat peningkatan penyebaran teknologi dan kemajuan dalam teknologi yang ada; kelima perubahan struktur sosial, dengan keseimbangan sosial sebelumnya kini berubah; keenam mobilitas sosial individu dimulai; dan ketujuh pengembangan identitas nasional dan kepentingan ekonomi bersama (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Tahap ketiga, yaitu "lepas landas", terjadi ketika, pertama manufaktur mulai merasionalisasi dan meningkatkan skala produksi di beberapa industri unggulan seiring barang diproduksi untuk ekspor dan konsumsi domestik; kedua sektor "sekunder" (penghasil barang) berkembang dan rasio sektor sekunder vs. primer dalam perekonomian bergeser cepat ke arah sekunder; dan ketiga tekstil & pakaian jadi biasanya merupakan industri "lepas landas" pertama, seperti yang terjadi pada "Revolusi Industri" klasik di Inggris Raya (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Tahap keempat adalah “Drive to Maturity” yang ditandai oleh pertama diversifikasi basis industri; banyak industri berkembang & industri baru berakar dengan cepat; kedua pergeseran manufaktur dari yang digerakkan oleh investasi (barang modal) menuju barang tahan lama konsumen & konsumsi domestik; ketiga pembangunan infrastruktur transportasi yang cepat; dan keempat investasi skala besar dalam infrastruktur sosial (sekolah, universitas, rumah sakit, dll.) (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Tahap kelima dinamakan “Era Konsumsi Massal” ketika pertama basis industri mendominasi ekonomi dan sektor primer memiliki bobot yang sangat berkurang dalam ekonomi & masyarakat; kedua dapat dilihat ketika konsumsi barang-barang konsumen bernilai tinggi yang meluas dan normatif (misalnya mobil); dan ketiga konsumen biasanya (jika tidak universal), memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, melampaui semua kebutuhan dasar, untuk barang-barang tambahan (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Fokus Modernisasi adalah pada negara-negara tertentu dan menilai tahap perkembangan mereka. Modernisasi adalah asal mula terminologi dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Dunia Pertama adalah negara-negara industri pasar bebas, dunia ketiga adalah negara-negara yang disebut non-industrialisasi atau berkembang, dan dunia kedua adalah Negara-negara Komunis Industri yang kurang maju. Strategi modernisasi adalah membantu negara-negara maju ke tahap pertumbuhan. Ukuran utama pertumbuhan ini adalah PDB (Produk Domestik Bruto – nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara) (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
[bookmark: _Toc219979157] 2.2.2.2. Teori Ketergantungan
[bookmark: _Hlk208034539][bookmark: _Hlk207847028][bookmark: _Hlk207847066]Teori ketergantungan populer karena janji Modernisasi semakin sulit dicapai, dan banyak negara di Dunia Ketiga mulai menyadari bahwa apa yang disebut "bantuan" dari negara-negara kaya ini harus dibayar mahal. Dalam banyak kasus, harganya adalah hilangnya kendali atas ekonomi dan sistem politik mereka. Teori Ketergantungan menantang premis Teori Modernisasi dengan menyatakan bahwa kemiskinan di selatan bukan karena budaya mereka primitif dan secara inheren non-ilmiah, atau karena sistem ekonomi mereka terbelakang. Sebaliknya, para ahli ini berpendapat bahwa jika ingin memahami kemiskinan di selatan, seseorang harus menganalisis hubungan kolonial dan neo-kolonial mereka dengan negara-negara inti. Mereka berpendapat bahwa hubungan ini tidak hanya menjelaskan kemiskinan yang parah di selatan, tetapi juga kekayaan yang melimpah di utara. Mereka berpendapat bahwa negara-negara kaya menjadi kaya sejak awal dengan mengeksploitasi kekayaan dan tenaga kerja negara-negara miskin dan bahwa "kebijakan pembangunan" dan investasi asing yang baru hanyalah bentuk baru kolonisasi atau "neokolonialisme" (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Contohnya yaitu, Alih-alih mempertahankan koloni, Amerika Serikat atau Inggris kini menggunakan pengaruh ekonomi dan program-program mereka yang sering kali rahasia untuk memanipulasi pemilu dan membentuk pemerintahan boneka. Alih-alih mengendalikan perekonomian Selatan langsung dari London, Paris, atau Washington, pemerintahan-pemerintahan di Utara ini kini menggunakan IMF dan Bank Dunia untuk menjerat Selatan dalam utang dan memaksakan penyesuaian struktural. Alih-alih menjadikan orang sebagai budak, praktik-praktik Dunia Pertama justru mengusir mereka dari tanah mereka dan tidak memberi mereka pilihan selain pindah ke daerah perkotaan yang padat penduduk dan bekerja di pabrik-pabrik yang mengeksploitasi tenaga kerja (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
[bookmark: _Hlk207847094]Fokus Teori Ketergantungan adalah pada hubungan kolonial dan neo-kolonial jangka panjang antara negara-negara miskin (sekarang disebut pinggiran) dan negara-negara kaya (sekarang disebut inti). Terminologi ini mengacu pada aliran sumber daya, tenaga kerja, dan kekayaan dari pinggiran ke inti. "Keterbelakangan" sekarang digunakan oleh para ahli teori ketergantungan, menggantikan "Negara Berkembang" atau "Dunia Ketiga" untuk menggambarkan hasil dari hubungan ini, dan untuk menjelaskan bahwa negara-negara miskin secara internasional "terbelakang" untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya dan tenaga kerja. Dalam hal strategi dalam alur pemikiran ini, jika masalahnya adalah hubungan ekstraktif antara inti dan pinggiran, maka solusinya adalah memutus hubungan tersebut melalui revolusi atau "de-linking". De-linking dapat mencakup nasionalisasi perusahaan milik asing, menolak pinjaman atau perjanjian perdagangan lainnya, dan membangun kemandirian lokal. Sebagai bagian dari strategi ini, negara-negara terbelakang secara historis telah menciptakan kebijakan untuk melindungi industri mereka, misalnya, mensubsidi industri mereka dan/atau mengenakan tarif pada barang impor (A Brief History of International Development Theories and Practices - Village Earth, n.d.).
Teori pembangunan mencakup banyak tingkatan. Pembangunan tidak hanya merujuk pada isu-isu makro (seperti pola pertumbuhan suatu negara), tetapi juga pada masalah-masalah meso (seperti rencana pengelolaan DAS), atau pada masalah-masalah mikro (seperti pembangunan masyarakat lokal). Ketiga tingkatan tersebut—makro, meso, dan mikro—saling terkait. Dan di semua tingkatan, berbagai dimensi—ekonomi, budaya, agama, dan gender—mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan (Barbanti jr, 2004). Teori pembangunan bertujuan untuk menjelaskan kedua proses tersebut. Praktik pembangunan bertujuan untuk menyediakan perangkat yang dapat diterapkan pada seluruh masyarakat atau komunitas tertentu. Intervensi semacam itu bertujuan untuk memindahkan komunitas atau masyarakat dari situasi yang dianggap lebih buruk ke situasi yang dianggap lebih baik. 
Pada dasarnya, pembangunan merupakan inti dari intervensi pasca konflik, di mana lanskap fisik dan sosial telah rusak, di mana bantuan pembangunan diberikan. Namun, bantuan pembangunan lebih dari sekadar bantuan pembangunan, yang mengacu juga pada dukungan umum untuk perbaikan masyarakat dunia ketiga, yang mungkin atau mungkin tidak, berada dalam konflik kekerasan (Barbanti jr, 2004). Namun, pembangunan bukanlah satu-satunya pengaruh terhadap suatu bangsa; proses politik lokal juga memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, bidang pembangunan membantu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, melindungi lingkungan, dan memberdayakan perempuan. Meskipun perdebatan tentang pro dan kontra berbagai pendekatan pembangunan masih berlangsung sengit, kritik yang terus-menerus telah mendorong pencarian keragaman di antara teori-teori pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, intervensi pembangunan bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari situasi yang dianggap lebih buruk, ke situasi yang dianggap lebih baik. Tentu saja, terdapat banyak perdebatan tentang apa yang menentukan siapa yang "lebih buruk" dan siapa yang "lebih baik". Paradigma tradisional teori pembangunan secara historis serupa dengan paradigma ekonomi. Secara khusus, bidang Ekonomi Pembangunan mencoba menjelaskan perbedaan kondisi pembangunan, terutama melalui faktor-faktor makroekonomi. PDB suatu negara, bagi sebagian besar ekonom, merupakan parameter utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Barbanti jr, 2004).
Berdasarkan penuturan di atas, tujuan penulis menggunakan Teori Pembangunan karena AFD sebagai lembaga pembangunan hasil dari kebijakan luar negeri Perancis yaitu pembangunan internasional dan solidaritas internasional yang mengimplementasikan kepentingan Perancis seperti terlibat dalam penanganan krisis Lebanon di antaranya yaitu Perancis memiliki ikatan historis dan budaya dengan Lebanon dan momen seperti ini menawarkan kesempatan Perancis untuk mendapatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah khususnya Lebanon yang sebelumnya memudar dan digantikan oleh aktor-aktor internasional dan kawasan lainnya (The French Initiative: Technocratic Fixes for Lebanon’s Chronic Crises | Al Jazeera Centre for Studies, n.d.). Perancis juga telah sering menyatakan tujuannya dalam membantu penanganan krisis Lebanon yaitu seperti membangun dan mempertahankan stabilitas, mendukung kedaulatan, dan mencegah campur tangan pihak luar dalam fungsi internalnya (Can France Bring Stability to Crisis-Plagued Lebanon?, n.d.). 
[bookmark: _Hlk207839717]AFD melakukan aktivitas sebagaimana pembangunan dilakukan, yaitu memodernisasi melalui strategi dan gagasan pembangunan dalam keterlibatannya di penanganan krisis ekonomi di Lebanon. AFD juga telah menjadi pemangku kepentingan utama dalam lanskap Lebanon melalui hubungan historis antara Prancis dan Lebanon. Selama bertahun-tahun, AFD telah memantapkan dirinya sebagai mitra yang diakui bagi para pelaku kelembagaan dan masyarakat sipil Lebanon, serta para donor internasional. Kegiatannya bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan membantu negara tersebut menuju jalur pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam konteks krisis regional (Lebanon | AFD - Agence Française de Développement, n.d.). 

[bookmark: _Toc219979158]2.3. Asumsi Penelitian
Merujuk pada identifikasi, pertanyaan penelitian, dan dua kerangka konseptual yang digunakan, maka penulis membangun asumsi sebagai berikut:
2.3.1. Krisis ekonomi Lebanon merupakan suatu isu yang multidimensional dan saling terkait, bukan hanya soal penurunan ekonomi biasa. Dan dapat dilihat melalui kronologi penyebab krisis ekonomi ini terjadi sehingga memiliki dampak yang dapat dianalisis.
2.3.2. Keterlibatan Perancis melalui Agence Française de Développement (AFD)  dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon, dilakukan melalui Agence Française de Développement (AFD) sebagai entitas pembangunan, berperan dan terlibat dalam penanganan krisis ekonomi di Lebanon dengan strategi, respons krisis, dan tindakan – tindakannya dalam konteks mandat yang luas.
2.3.3. Kepentingan keterlibatan Perancis dalam penanganan krisis ekonomi di Lebanon, meskipun bentuk kebijakan luar negerinya yaitu pembangunan dan solidaritas internasional, namun tetap menyelaraskan kepentingan nasional dan strategisnya melalui Agence Française de Développement (AFD) dengan prioritas diplomatik Perancis. Di mana, sifat intervensi AFD selain bertujuan membantu populasi lokal Lebanon tetapi juga untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh Perancis di Lebanon. Namun, tetap berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi Lebanon menjadi lebih baik. 
[bookmark: _Toc219979159]2.4. Kerangka Analisis
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Bantuan Perancis melalui Keterlibatan dan Kontribusi AFD melalui mandat intervensinya dalam penanganan krisis ekonomi Lebanon:
2.4.1. Act – Anti-Corruption and Transparency Project 2019 – 2023
2.4.2. Shabaké 2
2.4.3. Maharat Li Loubnan 2
2.4.4. Rekonstruksi Pelabuhan Beirut 2022 – 2024
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